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ABSTRAK 

 

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJA  

(Studi Kasus Pada Pemotongan Gaji PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada 

Desa Blambangan Pagar Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara) 

 

Oleh: 

Putri Nurul Azizah 

NPM. 1802092022 

 

Menurut pasal 52 ayat 1 Undang - Undang Nomor13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan antara kedua belah 

pihak, kecakapan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum, adanya 

pekerjaan yang menjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Perjanjian kerja atau yang sering di sebut dengan kontrak kerja  mengikat 

satu sama lain. Tak jarang dalam pelaksanaannya baik dari pihak karyawan 

maupun peruahaan masih lalai sehingga menyebabkan wanprstasi perjanjian kerja. 

Salah satu wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya 

adalah pemotongan gaji yang dilakukan secara sepihak sehingga pihak karyawan 

merasa dirugikan akibat hal tersebut. Perusahaan yang melakukan pemotongan 

gaji harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT.Teguh Wibawa Bhakti 

Persada melakukan pemotongan gaji kepada karyawannya dikarnakan hal yang 

tidak jelas di karnakan alasan pemotongan gaji tersebut tidak dijelaskan dan 

cantumkan dalam perjanjian kerja. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui 

Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Uandang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan terhadap pemotongan gaji karyawan yang di lakukan oleh PT. 

Teguh Wibawa Bhakti Persada. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (fiel research) 

dengan sifat penelitian adalah deskriftif kualitatif yaitu pencandraan mengenai 

situasi dan kejadian secara sistematis, factual, dan akurat. Sumber data, diperoleh 

dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya wawancara 

dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi cenderung menggunakan induktif 

dan menjabarkan kedalam pola. 

Hasil penelitian wanprestasi pada perjanjian kerja yang dilakukan oleh PT. 

Teguh Wibawa Bhakti Persada terhadap pemotongan gaji karyawannya 

disebabkan langkanya bahan baku dan penurunan harga jual produk yang 

mengakibatkan perusahaan mengambil langkah untuk memotong gaji karyawan. 

Namun dalam hal ini terdapat wanprestasi perjanjian kerja dikarnakan perusahaan 

tidak menjelaskan pemotongan gaji tersebut dalam perjanjian kerja. Kemudian 

dalam hal pemotongan gaji  dan penyelesaian wanprestasi di tinjau dari hukum 

islam dan undang-undang  nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  

 

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kerja, Pemotongan Gaji 
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MOTTO 

 

 

تَّقيَِ  بُِّ ٱلمۡح َ يُح وۡفََى بعَِهۡدِهۦِ وَٱتَّقََى فَإنَِّ ٱللََّّ
َ
ٰۚ مَنۡ أ  بلََى

 

Artinya : “(Bukan Demikian) Sebenarnya Siapa yang menepati janji  

(yang di buat)nya dan bertaqwa, maka sesuangguhnya Allah  

menyukai orang yang bertaqwa” (Al-Imran:76)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Depatermen Agama Republik Indonesia, Al-Qu’ran Dan Terjemahnya, (Surabaya: 

Mahkota, 2005), 88 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hubungan kerja lahir atas dasar sebuah perjanjian antara pekerja dan 

pengusaha, baik secara tertulis maupun secara lisan. Peraturan perundang 

undangan perburuhan mengatur 2 jenis perjanjian kerja menurut jangka 

waktunya yakni perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerjaannya 

sering disebut sebagai kerja kontrak dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

(PKWTT) atau pekerjannya sering disebut sebagai pekerja tetap.
1
 

Pada pasal 1338 ayat 1 dalam kitab undang-undang hukum perdata 

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya, Sedangkan dalam pasal 1320 kitab undang - 

undang hukum perdata dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang 

halal.
2
 

Perjanjian kerja disebuah perusahaan idealnya melindungi semua 

kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian, karna sebuah perjanjian atau 

kontrak mestinya dibuat Berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, 

karna terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Maka dari itu 

pemerintah telah mengatur segala yang berkaitan dengan ketenagakerjaan 

                                                 
1 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja 
2 R.Subekti dan R.Tjjirosubidio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk 

Watboek, (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka Persero), 71-74 
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dalam undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Atas dasar 

tersebut karyawan dan buruh dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan 

adanya undang-undang perlindungan karyawan dan buruh akan memberikan 

perlindungan hukum kepada karyawan atau buruh dari berbagai macam 

praktik yang menipu dan menyasatkan. 

Buruh atau karyawan mendapatkan apa yang memang selayaknya 

mereka dapat tetapi permasalahan yang sering banyak muncul adalah tentang 

pemotongan gaji secara sepihak. Pemotongan gaji karyawan yang di lakukan 

secara sepihak adalah perbuatan wanprestasi pada perjanjian kerja yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam peraturan Undang-undang Nomor 

13 tahun 2003 sudah dijelaskan mengenai perlindungan buruh atau karyawan. 

Pasal 88 menerangkan tentang upah atau gaji karyawan yang harus dibayar 

sesuai dengan kesepakatan kerja. Di sisi lain, salah satu faktor rendahnya 

tingkat kesadaran hukum para karyawan untuk mempertahankan hak-haknya 

adalah karena sangat kurangnya sosialisasi. Ditambah dengan rasa tidak yakin 

bahwa melalui undang-undang perlindungan karyawan atau buruh hak-hak 

mereka yang dilanggar dapat dipulihkan.
3
 

Sementara itu berdasarkan hasil Survei di perusahaan yang bernama PT. 

Teguh Wibawa Bhakti Persada melakukan perjanjian kerja dengan 

pekerja/buruhnya. Dengan dilakukannya perjanjian kerja antara kedua belah 

pihak, pastinya akan timbul yang namanya wanprestasi dalam perjanjian itu. 

                                                 
3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 88 
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Baik dari pihak PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada maupun dari pihak 

pekerjannya.  

Seiring berjalannya waktu setelah perjanjian kerja telah dibuat dan 

disetujui oleh pihak persahaan dan pihak pekerja/ buruh. Pekerja berusaha 

menunaikan prestasi mereka dengan menjalankan pekerjaannya dengan baik. 

Namun belakangan ini para pekerja mengalami kendala dimana hak-hak 

mereka sebagai karyawan buruh tidak terpenuhi. Seluruh karyawan di PT. 

tersebut mengalami pemotongan gaji secara sepihak, dimana jam kerja tetap 

dilakukan selama 8 jam perhari dan jumlah absen masuk sebulan penuh 

namun gaji tidak sesuai dengan perjanjian kerja.
4
 

Hasil wawancara dari beberapa karyawan PT. Teguh Wibawa Bhakti 

Persada karyawan tidak mendapatkan hak nya secara penuh upah yang tertulis 

di dalam kontrak tidak sesuai dengan yang diterima oleh karyawan, 

Disamping itu jam kerja masih terbilang sama, dan libur bulanan ditiadakan. 

Pemotongan gaji yang dilakukan oleh PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada 

tersebut merupakan wanprestasi yang tidak memiliki alasan kuat seperti 

hilangnya barang, rusaknya mesin dan kesalahan-kesalahan yang mungkin 

dibuat oleh karyawan.
5 
 

Berdasarkan latarbelakang di atas maka peneliti tertarik mengangkat 

masalalah tersebut, dan membuat penelitian dengan judul “Wanprestasi Pada 

Perjanjian Kerja (Studi Kasus Pemotongan Gaji Di PT. Teguh Wibawa 

                                                 
4 Sugiman, Karyawan PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada Blambangan Pagar (Interview 

Mandiri 2021) 
5 Pardi, Karyawan PT. Teguh Wiabawa Bhakti Persada Blambangan Pagar (Interview 

Mandiri 2021) 
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Bhakti Persada Desa Blambangan Pagar Kec. Blambangan Pagar Kab. 

Lampung Utara”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan yang ingin 

dibahas oleh peneliti, adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu 

“Bagaimana pandangan Hukum Islam Dan Undang - Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Di 

PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada?” 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin di capai peneliti dalam penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui Bagaimana pandangan Islam terhadap penyelesaian 

wanprestasi di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada serta untuk mengetahui 

bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Di PT. Teguh 

Wibawa Bhakti Persada. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu 

pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat sebagai karyawan atau 

buruh akan haknya dan kewajibannya. Sedangkan bagi peneliti sendiri 

dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti 



 

 

 

 

5 

selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah pemotongan gaji 

karyawan. 

b. Secara Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dan juga di gunakan 

untuk pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan hukum 

Islam dan Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003. 

D. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi yang telah lalu. 

Penelitian terdahulu (Prior Research) tentang persoalan yang akan dikaji. 

Peneliti mengemukaan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang di 

bahas belum pernah di teliti atau berbeda dengan penelitian sebalumnya.
6
 

Berdasarkan penelusuran peneliti di perpusatakaan IAIN METRO dan 

beberapa jurnal digital, peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang 

secara umum berkaitan dengan peneliti, beberapa karya tulis ilmiah tersebut 

yaitu sebagai berikut. 

1. Pegi Prihatini Npm 1521030401 Program Study Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan 

judul penelitian Prespektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah 

Pekerja (Studi Kasus Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati 

                                                 
6 Zuhairi, Dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro, (Metro : IAIN Metro, 

2018), 39. 
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Bandar Lampung) dimana Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan 1. 

sistem pemotongan upah pada panglong kayu Jaya Abadi Untung Suropati 

Bandar Lampung adalah si pemilik panglong tidak memberitahu kepada 

pekerja bahwa ada pemotongan upah untuk akomodasi. Pada pekerja 

merasa tertipu dengan adanya pemotongan tersebut, tetapi karena dia 

orang yang tidak mampu dan jika mencari pekerjaan ditempat lain juga 

susah, akhirnya seberapa upah yang dikasih oleh pemilik panglong 

diterima saja dari pada kehilangan pekerjaan. 2. Perspektif hukum Islam 

terhadap pemotongan upah tersebut adalah haram karena terdapat unsur 

penipuan dan tidak terpenuhi akad, dalil Al-Qura‟an surat Al-Maidah (5) 

ayat 1 yang menjelaskan orang yang beriman harus memenuhi akadnya 

bermuamalah sesuai dengan kesepakatan, adapun QS An-Nisa‟ (4) ayat 29 

yang menjelaskan haram hukumnya memakan harta secara batil. 

2. Syafitri Npm 104170345 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syarifuddin 

Jambi dengan judul Penelitian Pemotongan Gaji Karyawan Oleh 

Perusahaan Menurut Hukum Perikatan Dan Hukum Perikatan Islam 

dengan hasil penelitian dengan temuan sebagai berikut: Dasar dari 

pemotongan gaji karyawan yang telah diakibatkan hilangnya barang 

perusahaan di Alfamart Mayang Mangurai adalah perjanjian kerja waktu 

tertentu yang telah dibuat perusahaan dan ditanda tangani oleh karyawan 

secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Di dalamnya memuat tentang 

hubungan antara perusahaan dan karyawan mengenai tata cara kerja, upah, 
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hak dan kewajiban serta aturan-aturan lain yang berlaku di perusahaan. 

Jika terjadi barang rusak atau hilang akibat kelalaian karyawan dan 

hilangnya mencapai maksimal, maka seluruh karyawan secara bersamaan 

bertanggung jawab dengan dipotongnya gaji bulanan sesuai dengan 

jabatannya. Tinjauan hukum perikatan tentang pemotongan gaji karyawan 

akibat hilangnya barang perusahaan itu boleh diberlakukan. Karena telah 

sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Begitu juga menurut 

hukum islam, juga diperbolehkan karna terdapat perjanjian di awal. 

3. Dido Famous Nim: C02214029 Program Studi Hukum Perdata Islam 

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya Dengen Judul Penelitian Tinjauan Hukum Islam Dan Undang - 

Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Tentang Pemotongan Gaji 

Karyawan Dikedai Ketan Darmo Hasil penelitian ini dengan temuan 

pertama, mengenai praktik pemotongan gaji karyawan di kedai ketan 

darmo yang dilakukan oleh pemilik kedai sendiri terhadap karyawan, hal 

ini menimbulkan kesenjangan bagi para karyawan, gaji karyawan yang 

diberikan setiap akhir bulan oleh pemiliknya sebesar 1.300.000. besar gaji 

tersebut dikurangi oleh pemilik karena untuk mengganti barang-barang 

kedai yang telah hilang seperti sendok, piring, gelas dan sejumlah uang 

pendapatan pada mesin kasir. selain dikenakan pemotongan gaji oleh 

pemilik kedai juga dilakukan penundaan dalam pemberian gaji karyawan. 

Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kedua pihak antara pemilik kedai 

dan karyawanya. Kedua, pemotongan gaji karyawan di kedai ketan darmo 
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dilarang dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan pemotongan gaji 

karyawan kedai ketan tidak memenuhi syarat sah Ujarah yakni kerelaan 

kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan akad al-ujrah, serta 

mengenai kejelasan upah yang diberikan antara pihak pemilik dan 

karyawan. Selain itu, pemotongan gaji dan penundaan tersebut juga 

menyalahi hak dan kewajiban antara keduanya. 

Persamaan dari ketiga Skripsi di atas ini akan mengkaji tentang 

pemotongan gaji pada karyawan. Metode yang dgunakan dalam penelitian 

sama-sama mengunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi persamaan 

metodelogi memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian. 

Perbedaan dari ketiga skripsi di atas dengan peneliti, yaitu ketiga skripsi 

tersebut menjelaskan tentang berbagai padandangan dan fokus penelitian yang 

berbeda-beda. Dimana penelitian ini lebih terfokus pada penyelesaian 

wanprestasi itu sendiri terlepas dari itu semua pokok permasalahan tetap sama 

dimana wanprstasi itu menimbulkan pemotoangan gaji. Penelitian ini juga 

merujuk pada peraturan, serta undang-undang terbaru, selain itu focus 

penelitian ini tidah hanya sebatas membahas pemotongan gaji saja namun juga 

terfokus pada pandangan islam terhadap penyelesaian wanprestasi dan 

pandangan undang - undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

terhadap penyelsaian wanprestasi pada perjanjiaan kerja di PT. Teguh wibawa 

bhakti persada. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Al-Ijarah 

1. Pengertian Ijarah 

Secara etimologi adalah masdar dari kata (ajara-ya’jiru) yaitu upah 

yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al- ajru berarti upah 

atau imbalan untuk sebuah pekerjaan atau makna dasarnya adalah 

pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. Lafal ijarah dalam 

bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah merupakan salah 

satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti, 

sewa-menyewa, kontrak, atau menjaual jasa dan lain-lain.
1
 

Secara etimologi ada perbedaan devinisi al-ijarah yang di 

kemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Imam Asyafiiyah ijarah adalah 

akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa 

ijarah adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang di 

ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan. 

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan hanabilah ijarah, adalah 

menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu 

dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual 

                                                 
1 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, Cet, 3, (Depok: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2018), 10-12. 
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beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia yang 

ada manfaat dari barang.
2
 

Akad ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau 

kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Ijarah merupakan akad 

kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. 

Sementara itu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 

mendefinisikan ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu 

dengan pembayaran.
3
 

Terdapat dua macam akad ijarah, yakni ijarah sewa barang dan sewa 

tanaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli 

manfaat barang yang disewakan. Sementara sewajasa atau tenaga adalah 

jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan  tersebut. 

2. Dasar Hukum Ijarah 

Dasar hukum ijarah dapat di ketahui dengan mendasarkan pada Al-

quran, hadist-hadist rasulullah dan ijma ulama fiqih sebagai berikut:  

a. Berdasarkan Al-Quran 

Dalam al-quran ketentuan tentang upah tidak tercantum secara 

terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk 

pemaknaan tersirat, seperti di temukan dalam:  

 

 

                                                 
2 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab 

(Bandung: Hasyimi, 2012), 280–81. 
3 Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,(Pasal 20: 2011), 11 
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1) QS. Az-Zukruf: 32 

َۚ وَرَفَعۡنَا  نۡيَا ِ ٱلدُّ ة يَوى مۡ فِِ ٱلَۡۡ عيِشَتَهح م مَّ ونَ رحََۡۡتَ رَب كََِۚ نََنۡح قَسَمۡنَا بيَۡنَهح مۡ يَقۡسِمح هح
َ
أ

مۡ فَ  ا بَعۡضَهح ِمَّ خۡرِي ٗاۗ وَرحََۡۡتح رَب كَِ خَيۡۡٞ م  م بَعۡضٗا سح هح َتَّخِذَ بَعۡضح ِ وۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَىتٖ لّ 
ونَ    يََۡمَعح

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmad Tuhanmu? 

Kami telah telah menentukan antara mereka penghidupan 

mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah 

meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain. 

Dan rahmat Tuhanmu yang lebih baik dari apa yang 

mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukruf: 32)
4
. 

 

2) QS. Thalaq: 6 

 

 ِ نَّ لِِحضَي  وهح مۡ وَلََ تحضَآرُّ ِن وحجۡدِكح نَّ مِنۡ حَيۡثح سَكَنتحم م  سۡكِنحوهح
َ
َۚ وَإِن أ ْ عَلَيۡهِنَّ وا قح

مۡ  رۡضَعۡنَ لكَح
َ
َۚ فَإنِۡ أ نَّ ى يضََعۡنَ حَۡۡلَهح ْ عَلَيۡهِنَّ حَتََّّ وا نفقِح

َ
وْلَىتِ حَۡۡلٖ فَأ

ح
نَّ أ كح

خۡرَىى  فَ 
ح
ٓۥ أ ضِۡعح لََح تحمۡ فَسَتُح وفٖٖۖ وَإِن تَعَاسََۡ م بمَِعۡرح واْ بيَۡنَكح تمَِرح

ۡ
نَّ وَأ ورهَح جح

ح
نَّ أ  ٔ َٔاتحوهح

 

Artinya: “…Dan jika mereka (istri-istri yan sudah di talaq) itu 

sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

sehingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah 

diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 

kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya”.
5
 

 

3) Al-Qashash: 26 

 

بتَِ ٱسۡتَ 
َ
أ مَا يََٰٓ ىهح ُۖ إنَِّ خَيَۡۡ مَنِ ٱسۡتَ قَالتَۡ إحِۡدَى مِيح  ٔ ٔجِۡرۡهح

َ
 ٔ ٔجَۡرۡتَ ٱلقَۡويُِّ ٱلۡۡ

 

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai Ayahku! 

Ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karna 

sesuangguahnya orang ayang paling baik yang kami ambil 

untuk bekerja (pada kita) adalah oaring yang kuat lagi 

dapat di percaya.”(QS. Al-Qashash:26) 

 

 

 

                                                 
4 Departemen Agama RI, Al-Qu’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 2005), 798. 
5 Departemen Agama RI, 946. 
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b. Berdasarkan Hadist 

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang ijarah atau 

upah mengupah di antaranya di riwayatkan oleh ibnu majah dari ibnu 

umar bahwa nabi bersabda:  

رَأَجْرَه قَ بْلََنَيَجِفَ عَرَقهُُ   أَعْطُوا اْلَأجِي ْ
Artinya : Dari Abdullah bin umar ia berkata: telah bersabda rasulullah 

“berikan lah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” 

(HR.Ibnu Majah)
6
 

 

Terdapat juga pad ahadist riwayat abd razaq dari abu hurairah 

rasulullah saw bersabda:  

رًا فَ لْيُ عْلِمْهُ أَجْرَهُ.  مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِي ْ
Artinya: Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh 

beritahukanlah upahnya. (HR. Abd Razaq dari Abu 

Hurairah).
7
 

 

c. Berdasarkan Ijma’ 

Ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang 

ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini. Jelaslah bahwa 

Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk 

kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan 

ijarah. Jadi berdasarkan nash Al-quran, sunnah (hadis) dan ijma’ 

tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa Islam asalkan kegiatan tersebut 

sesuai dengan syara’. 

 

 

                                                 
6 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 124. 
7 Syafi’i, 124. 
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3. Syarat dan Rukun Ijarah  

Rukun merupah unsur yang membentuk sesuatu, sehingga dapat di 

katakan sebuatu dapat terwujud karna adanya unsur- unsur tersebut yang 

membetuknya. Adapun menurut jumhur ulama rukun ijarah ada 4 yaitu:
8
  

a. Aqid (orang yang berakad). 

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah 

mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan 

disebut mu’jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu 

dan yang menyewa sesuatu disebut musta’jir. Karena begitu pentingnya 

kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesutau 

akad, maka golongan Syafi’iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa 

mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan 

tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.
9
 

b. Sigat 

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (sigatul-

‘aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab 

dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) 

secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama 

dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul 

dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. 

 

 

                                                 
8 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, 105. 
9 Nasrun Haroen, Fiqh Muammalah, Cet, 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 117. 
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c. Upah (Ujrah) 

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir atas jasa yang telah 

diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’jir. Dengan syarat 

hendaknya:  

1) Sudah jelas/suda diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah 

dengan upah yang belum diketahui. 

2) Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang 

dari pekerjaannya, karean dia sudah mendapatkan gaji khusus dari 

pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia 

mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan suatu pekerjaan 

saja. 

3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang 

yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang 

sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) 

sewa yang menjdi obyek sewa-menyewa. 

d. Manfaat 

Untuk mengontrak seorang mustajir harus ditentukan bentuk 

kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis 

pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur.Karena transaksi 

ujrah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.
10

 

 

 

                                                 
10 Nasrun Haroen, 118–22. 
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4. Pemotongan  Upah 

Kedudukan upah dalam hubungan kerja sangat penting karna 

merupakan prestasi atau kewajiban pengusaha terhadap hak pekerja dan 

buruh yang didasarkan perjanjian kerja. Pengaturan upah dalam undang-

undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 bagian kedua tentang 

pengupahan diatur pada pasal 88 hingga pasal 89. Dalam mengamanatkan 

ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, 

kebutuhan hidup yang layak dan perlindungan pengupahan sebagaimana 

maksud dalam pasal 88, penempatan upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 98, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud 

pada pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 

Tahun 2015 tentang pengupahan sebagai amanat dalam menyelengarakan 

pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah undang undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 

97.
11

 

Mengacu pada dasar hukum diatas, penelitian ini memfokuskan pada 

pembahsan pemotongan upah, pemotongan upah oleh pekerja oleh 

pengusaha dapat di lakukan untuk pembayaran pemotongan pajak 

penghasilan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang - Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
12

 Pemotongan 

pembayaran iuran jaminan sosial  seperti jaminan kesehatan, jaminan 

                                                 
11 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (pasal 88) 
12 Undang-undang  No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 1) 
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kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan 

jaminan kehilangan pekerjaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional jo. Undang – Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pemotongan upah untuk 

berbagai jaminan ini di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan, 

dimana tempat kewajiban pembayaran oleh pekerja juga pengusaha.
13

 

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 78 tahun 2015 pasal 

57 ayat (1) mengenai pemotongan upah oleh pengusaha untuk denda, ganti 

rugi dan atau uang muka upah dapat di lakukan sesuai dengan perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, dan atau peraturan bersama. Pemotongan upah 

oleh perusahaan, untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila ada 

surat kuasa dari pekerja/ buruh yang mana surat kuasanya dapat ditarik 

kembali. Surat kuasa tersebut dikecualikan untuk semua kewajiban 

pembayaran oleh pekerja/buruh terhadap Negara atau iuran sebagai peserta 

pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan 

sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14

 

Lain lain yakni diatur dalam pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 yang menyebut pemotongan upah oleh pengusaha 

dapat dilakukan untuk pembayaran: denda, ganti rugi, uang muka upah, 

sewa rumah dan atau barang milik perusahaan yang disewakan oleh 

                                                 
13 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pasal 17-

18) 
14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan 

(pasal 57 ayat 1) 
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pengusaha kepada pekerja, utang atau cicilan utang pekerja dan atau 

kelebihan pembayaran upah, dengan ketentuan: 

a. Pemotongan upah untuk pembayaran denda, ganti rugi dan uang muka 

upah dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

atau perjanjian kerja bersama. 

b. Pemotongan upah untuk sewa rumah dan atau sewa barang milik 

perusahaan harus di lakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau 

perjanjian tertulis.  

c. Pemotongan upah untuk kelebihan pembayaran dilakukan tanpa 

persetujuan pekerja yang bersangkutan.
15

 

Pemotongan gaji atau upah oleh pengusaha dapat dilakuakan 

berdasarkan kesepkatan atau perjanjian yang tertulis yang dalam pasal 57 

ayat (5) dan ayat (6) peraturan pemerintahan republik Indonesia nomor 78 

tahun 2015, pemotongan gaji/upah oleh pengusaha harus dilakukan 

berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis, kecuali kelebihan 

pembayaran oleh pengusaha, antara lain untuk:
16

 

a. Pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja/buruh dan / atau 

b. Sewa rumah ada atau sewa barang-barang milik perusahaan yang 

disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. 

Jumlah keseluruhan pemotongan upah yang ada pada pasal 57 

tersebut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran 

                                                 
15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 

(Pasal 63 ayat 1) 
16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, 

n.d. (Pasal 57 ayat 5 dan 6) 
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upah yang diterima pekerja/buruh. Adapun untuk mengetahui sah atau 

tidaknya pemotongan upah yang di lakukan oleh perusahaan maka dalam 

hal ini perlu di cermati isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB 

antara pekerja dengan pengusaha pada perusahaan tersebut.  

5. Sistem Pengupahan dan Berakhirnya Ijarah 

a. Sistem Pengupahan  

Setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan / upah berupa 

uang, guna untuk memenuhi kehidupannya untuk mendapatkan 

penghidupan yang layak. Jadi upah tersebut didapat dari pengusaha dan 

dilindungi oleh Undang- undang. Pemerintah juga ikut serta dalam 

menetapkan kebijakan pengupahan guna untuk melindungi tenaga kerja 

agar dapat memenuhi kehidupan keluarganya dan kebutuhan hidupnya 

sehari- hari.  

Adapun Macam- macam sistem pengupahan: 
17

 

1) Upah Berdasarkan Waktu: pembayaran upah dilakukan berdasarkan 

upah per jam, per minggu, atau per bulan. Upah perjam dihitung 

berdasarkan banyaknya jam kerja. Pada upah per bulan dihitung 

berdasarkan periode satu bulan. Tenaga kerja yang dibayar 

berdasarkan jam biasanya adalah guru privat atau dosen swasta. 

Tenaga kerja yang bekerja di pabrik atau tukang kayu terkadang 

dibayar berdasarkan harian, namun ada juga yang dibayar setiap 

minggu. Sementara sistem umum yang sering berlaku, yaitu 

                                                 
17 Zaieni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan  Dalam Teori Dan 

praktik Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), 86. 
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bulanan, diterima oleh kebanyakan pegawai negeri dan pegawai 

swasta pada umumnya. Tenaga kerja yang menerima gaji bulanan 

biasanya jarang yang menerima upah lembur, namun mereka tidak 

kehilangan bayaran bila absen dari pekerjaan mereka selama absen 

tersebut memiliki bukti yang jelas dan dapat diterima. Menurut 

Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 77 ayat 2 penetapan waktu kerja: 
18

  

a) 7 jam 1 hari, 40 jam dalam 1 minggu (6 hari kerja).  

b) 8 jam dalam 1 hari kerja. 40 jam dalam 1 minggu (6 hari kerja). 

2) Upah berdasarkan Tingkat Biaya Hidup Minimal: Sistem upah 

berdasarkan tingkat biaya hidup minimal menggunakan harga- 

harga bahan makanan dan kebutuhan pokok lain sebagai dasar 

untuk menggaji pekerjanya. Sistem ini menghasilkan upah yang 

disebut dengan UMR (Upah Minimum Regional). Upah minimum 

suatu daerah biasanya akan berbeda dengan daerah lain, tergantung 

pada biaya hidup di suatu daerah tertentu. 

3) Upah Berdasarkan Hasil: sistem pengupahan tersebut dilaksanakan 

berdasarkan berapa banyak telah dihasilkan secara individu atau 

secara kelompok. Sistem pengupahan seperti ini terjadi pada bagian 

pemasaran, pembuat kerajinan tangan. Penggunaan sistem ini 

berjalan dengan baik, dimana standar hasil pekerjaan mudah dinilai 

                                                 
18 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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dan output setiap pekerja atau departemen dapat diukur secara 

akurat. 

4) Sistem upah gabungan: merupakan sistem upah yang menggunakan 

lebih dari satu sistem untuk menentukan besarnya upah karyawan. 

Sistem upah gabungan terdiri dari dua macam, yaitu sebagai 

berikut:  

a) Sistem upah prestasi adalah sistem upah ini menggabungkan 

sistem waktu dengan sistem upah berdasarkan hasil. Dimana 

karyawan mempunyai gaji pokok untuk setiap bulannya namun 

juga diberi imbalan upah tambahan bila bisa melampaui target 

yang telah ditetapkan termasuk juga bonus tahunan atas 

tambahan keuntungan perusahaan. 

b) Sistem Upah Co-partnership adalah sistem pengupahan dengan 

gaji pokok dan pemberian bonus bukan dalam bentuk uang 

namun kepemilikan saham perusahaan. Jadi perusahaan juga 

dimiliki para karyawannya. 

5) Komisi: merupakan bayaran yang diterima berdasarkan persentase 

hasil penjualan. Bagian pemasaran dan manajer pemasaran biasanya 

dibayar berdasarkan komisi atau kombinasi antara gaji dan komisi. 

6) Bonus: merupakan upah tambahan yang diberikan kepada tenaga 

kerja sebagai penghargaan disamping gaji tetap yang sudah 

diterima. Bonus biasanya diberikan apabila perusahaan 

mendapatkan keuntungan lebih atau tenaga kerja tersebut dianggap 
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membantu meningkatkan keuntungan perusahaan. Bonus bisa 

diberikan secara bervariasi. Ada perusahaan yang memberikan 

bonus kepada semua karyawan, namun ada juga bonus yang 

diberikan kepada tenaga kerja yang berhasil mencapai atau 

melampaui bonus yang telah ditetapkan perusahaan. Bonus seperti 

ini besarnya yang diterima berbeda, Bisa saja ada karyawan yang 

mendapatkan bonus yang besar, namun sebaliknya bisa saja ada 

karyawan yang tidak mendapatkan bonus sama sekali. 

7) Pembagian Keuntungan: Sistem pengupahan ini hampir serupa 

dengan sistem bonus, bedanya pembagian keuntungan ini biasanya 

diterapkan apa bila tenaga kerja dan pengusaha berhak atas usaha 

itu bersama, jadi apa bila perusahan tersebut mengalami keuntungan 

maka hasil tersebut dibagi rata. 

b. Gugurnya Ijarah 

Para ulama bebeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, 

apabila barang yang ditanganya rusak. Menurut Ulama Syafi‟iyah, jika 

ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh 

upah. Sebaliknya apabila barang berada ditanganya, ia mendapat upah. 

Ulama hanifiyah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya 

saja diuraikan lagi sebagai berikut.
19

 

 

 

                                                 
19 Moh. Saifullah Al Aziz S, Fiqih Islam Lengkap, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 

133–34. 
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1) Jika benda ditangan ajir. 

a) Jika bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai 

bekas pekerjaan tersebut. 

b) Jika tidak ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah atas 

pekerjaannya sampai akhir. 

2) Jika benda berada ditangan penyewa, berhak mendapat upah setelah 

selesai bekerja. 

 

B. Wanprestasi  

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat 

suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang 

membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang 

mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana 

yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Di dalam perjanjian selalu ada 

dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi 

dan pihak yang berhak atas suatu prestasi.  

Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat 

oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan 

kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan 

seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi berasal dari 

istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak 

dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-

pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari 

suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.  
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Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, 

masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, 

sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang 

hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai 

istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.  

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestsi ini, telah 

menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu wanprestsi. Ada 

beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah wanprestasi dan memberi 

pendapat tentang pengertian mengenai wanprestsi tersebut. Dr. Wirjono 

Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu 

prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan 

sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah 

“pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk 

wanprestasi”.  

Menurut Prof. Subekti, S.H wanprestasi ada empat macam bentuk 

yaitu: 
20

 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.  

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.  

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.  

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  

 

                                                 
20 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk 

Watboek, 50. 
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Menurut Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, S.H., bahwa seorang 

debitur dinyatakan wanprestasi harus memenuhi tiga unsur, yaitu: 
21

   

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tidak dapat disesalkan. 

2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang obyektif, yaitu 

orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul, 

maupun dalam arti yang subyektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat 

menduga keadaan demikian akan timbul.  

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.  

H. Mariam Darus Badrulzaman SH, mengatakan bahwa apabila debitur 

“karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka 

debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, 

oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama 

sekali bukan karena salahnya.
22

 

 

C. Perjanjian Kerja 

Pasal 50 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan, bahwa hubungan 

kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 

pekerja/buruh.
23

 Jadi Hubungan kerja yang dimaksud oleh UU Nomor 13 

Tahun 2003 ini adalah suatu perikatan kerja yang bersumber dari perjanjian 

dan ini tidak mencakup perikatan kerja yang bersumber dari undang-undang.  

                                                 
21 Zaieni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan  Dalam Teori Dan 

praktik Di Indonesia, 35. 
22 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk 

Watboek, 59. 
23 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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Pasal 1 angka 15 juncto Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan “Hubungan kerja adalah 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Nampak jelas bahwa 

perjanjian kerja merupakan dasar dari lahirnya hubungan kerja.  

Perjanjian kerja merupakan suatu sarana untuk terjadi hubungan hukum 

antera pekerja dengan / buruh dengan pengusaha dalam suatu hubungan kerja. 

Perjanjian Kerja bersifat individual karena perjanjian kerja hanya megikat 

pihak pengusaha dan pihak pekerja sebagai individu perseorangan. Oleh 

karenanya istilah perjanjian kerja dikenal juga dengan istilah “perjanjian kerja 

individual”. 
24

 

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

di tentukan ada beberapa jenis perjanjian kerja yaitu:  

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

Perjanjian kerja untuk waktu waktu tertentu harus dibuat secara 

tertulis dan digunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, serta harus 

memenuhi syarat-syarat:  

a. Harus mempunyai jangka waktu tertentu atau 

b. Adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu 

c. Tidak mempunyai syarat percobaan 

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu 

tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk 

                                                 
24 Zaieni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan  Dalam Teori Dan 

Praktik Di Indonesia, 68. 
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paling lama 2 (dua) tahun dan boleh diperpanjang atau di perbarui 1(satu) 

kali untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun.  

2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tentu  

Yang dimaksud dengan perjanjian untuk waktu tidak tentu disini 

adalah adalah suatu jenis perjanjian kerja yang umum dijumpai dalam 

suatu perusahaan, yang tidak memiliki jangka waktu berlakunya. Dengan 

demikian perjanjian kerja untuk waktu tidak tentu berlaku terus sampai:  

a. Pihak kerja / buruh memasuki usia pensiun usia (55 tahun) 

b. Pihak pekerja / buruh diputuskan hubungan kerjanya karna melakukan 

kesalahan 

c. Pekerja / buruh meninggal dunia, dan  

d. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan pekerja atau buruh telah 

melakukan tidak pidana sehingga perjanjian kerja tidak bisa 

dilanjutkan.
25

 

 

 

                                                 
25 Zaieni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, 70–72. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian 

lapangan atau field research, penelitian lapangan adalah suatu 

pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau 

prinsip-prinsip penyelidikan yang teguh guna memastikan suatu hal dalam 

menyusun laporan ilmiah.
1
 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya 

penelitian lapangan adalah yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang 

terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah Wanprestasi Pada 

Perjanjian Perburuhan (Study Kasus Pada Pemotongan Gaji Di PT. Teguh 

Wibawa Bhakti Persada Desa Blambangan Pagar Kec. Blambangan Pagar 

Kab. Lampung Utara) 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yakni data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata atau gambar, dan bukan angka-angka. Hal tersebut 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua 

yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang 

                                                 
1Abdurrahmat Fathoni, Metode Peneliian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2011), 96. 
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sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.
2
 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan sifat 

penelitian, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan mengenai 

Wanprestasi Pada Perjanjian Perburuhan (Studi Kasus Pada Pemotongan 

Gaji Di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada Desa Blambangan Pagar Kec. 

Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara). 

B. Sumber Data 

Sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-

kata, dan tindakan-tindakan, selebihnya yaitu data tambahan seperti dokumen-

dokumen dan lain-lain. Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dibagi 

menjadi 2 yaitu:  

1. Sumber Data Primer 

Sumber primer ialah data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti
3
. 

Sumber primer yang dijadikan sebagai informan penelitian adalah 

teknik purposive sampling yang dimana teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa.
4
 

                                                 
2 Ibid., 11. 
3Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan), (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2012), 52–53. 
4 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), 62. 



 

 

 

 

29 

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari beberapa 

karyawan yang sudah bekerja lebih dari sepuluh tahun adalah karyawan 

dan staf dari berbagai bidang di PT. teguh wibawa bhakti persada yakni 

karyawan diantaraya bapak sugiman, darman dan pardi. Di bagian staf 

diantaranya bapak rohmad, M yasin, dan seno. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder ialah bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari 

arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.
5
 

Berdasarkan pengertian di atas, sumber sekunder yaitu bahan yang 

dijadikan tambahan atau penunjang dari suatu penelitian yang dapat 

berupa buku-buku, dokumen majalah-majalah ilmiah yang berkaidan 

dengan relevansinya dengan skripsi ini. Disini peneliti buku dan jurnal 

diantaranya, buku Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer Nasrun 

haroun, Fiqih Muamalah R. Subekti Dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata Burgerlijk Watboek Sugiono, Memahami 

Penelitian Kualitatif. 

C. Teknik Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

 

 

                                                 
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

80. 
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1. Wawancara (Interview) 

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi sebanyak-

banyaknya dan lebih mendalam. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara langsung, peneliti bertatap muka langsung untuk tanya 

jawab dengan subjek secara langsung. Wawancara dilakukan setelah 

subjek melakukan tes tertulis, bertujuan agar pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepada subjek dapat dijawab dengan hasil tes yang telah 

dikerjakan sehingga hasil data benar-benar valid. 
6
 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, 

dimana wawancara ini terdiri beberapa kata kunci yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk membantu mengidentifikasi beberapa hal yang ingin digali 

dari narasumber dan selama wawancara berlangsung, pertanyaan dapat 

dikembangkan sesuai dengan jawaban subjek penelitian selama tidak 

menyimpang dari pedoman wawancara yang telah disusun. Dalam 

pedoman wawancara yang akan dilakukan adalah mempersiapkan 

wawancara, proses wawancara, evaluasi wawancara. Adapun yang 

menjadi informasi dalam penelitian ini adalah sudah penaliti paparkan 

dalam sumber primer. 

 

 

                                                 
6 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 

2017), 232. 
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2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai 

hal-hal atau variable yang terdapat dalam dokumen-dokumen selain itu 

juga dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis atau pun gambar yang tidak 

diarsipkan karena adanya permintaan dari penyidik”.
7
 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen 

perusahaan berupa Kontak kerja dan profile mengenai PT. Teguh Wibawa 

Bhakti Persada desa blambangan pagar Kec. Blambangan pagar kab. 

Lampung utara mengenai sejarah, visi dan misi, tujuan , lokasi, struktur, 

jumlah karyawan, sistem kerja , dan lain lain. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan untuk 

penyidikan terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data- data yang 

diperlukan. Setelah melakukan wawancara dan dokumentasi kemudian 

mengadakan reduksi yaitu merangkum, memfokuskan pada hal penting. 

 

D. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di 

kelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan 

apa yang dapat di ceritakan orang lain.
8
 

Analisis data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan 

                                                 
7 Sugiono, 240. 
8 Sugiono, 245. 
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data kedalam katagori, menjabarkan kedalam pola memilih yang pentingdan 

yang akan dipelajari dn membuat kesimpulan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa metode analisis yang 

peneliti gunakan adalah metode yang cenderung menggunakan induktif dan 

menjabarkan kedalam pola. memilih yang penting dan yang akan dipelajari 

dan membuat kesimpulan untuk menemukan teori dan makna dari data-data 

yang ada. Metode analisis induktif merupakan analisis yang data yang 

prosesnya berlangsung dari fakta fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis 

data dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data 

penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru sesuai dengan teori.
9

                                                 
9 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 

2017), 232. 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada Blambangan 

Pagar Lampung Utara 
 

1. Sejarah PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada 

Pembangunan pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya 

alam dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kegiatan pembangunan pasti 

akan terjadinya perubahan lingkungan baik fisik, kimia, biologi maupun 

sosial ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan 

pembangunan harus selalu diimbangi dengan upaya untuk menjaga 

keseimbangan alam dan lingkungan agar menjamin kehidupan yang 

lestari.
1
 

Provinsi Lampung merupakan daerah sentra industri yang tersebar 

diseluruh kabupaten, salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengolahan singkong menjadi tapioka adalah PT.Teguh Wibawa Bhakti 

Persada yang terteletak di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten 

Lampung Utara.
2
 

 

 

 

 

                                                 
1 “Dokumentasi Sejarah Singkat PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada,” 15 Juli 2022. 
2 “Dokumentasi Sejarah Singkat PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada.” Tanggal 15 juli 2022 
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Gambar 1 

Lokasi PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada
3
 

 

PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada di banagun dan mulai merintis  

pada tahun 2004 dan merupakan anak perusahaan CV. SINAR LAUT 

Group yang berkantor pusat dijalan laksamana malahayati No. 62c teluk 

betung, Bandar lampung. Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta 

nasional di provinsi lampung yang melihat terbukanya peluang usaha 

dalam bidang industri pengolahan ubi kayu atau singkong. Sehingga 

perusahaan ini tertarik mendirikan sebuah pabrik yang mengolah singkong 

menjadi sebuah produk tepung tapioka. PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada 

resmi berdiri dan mulai beroprasi produksi pada tahun 2007, pembangunan 

pabrik ini menggunakan sistem pembebasan tanah dan studi kelayakan 

dengan lahan seluas 32 Ha yang di gunakan untuk pembangunan pabrik, 

kantor pelantaran parkir, gudang, mess dan unit pengolahan limbah.
4
 

Lampung Utara merupakan kabupaten yang sebagian besar 

masyarakatnya adalah petani dimana hasil pertanian yang cukup potensial 

salah satunya adalah singkong. Sehingga untuk menampung hasil 

                                                 
3  Dokumentasi  PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada Tanggal 15 Juli 2022 
4 Dokumentasi Sejarah Singkat PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada. Tanggal 15 Juli 2022 
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singkong tersebut perlu dibangun industri pengolahan, agar motivasi 

masyarakat untuk menanam singkong dengan produksi yang lebih tinggi 

terus berlanjut dan berkembang yang pada gilirannya akan meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan petani. Kabupaten Lampung Utara memiliki 

potensi bahan baku yang cukup banyak, terdapat areal tanaman singkong 

seluas 42.387 ha dengan produksi singkong sebanyak 6.000.000 ton per 

tahun. Dari jumlah tersebut untuk wilayah sekitar Kecamatan Kotabumi 

utara terdapat areal singkong seluas 3.232 ha yang terletak di Kecamatan 

Abung Timur, Abung Surakarta, dan Kotabumi Utara.
5
 

Melihat potensi pasar dan ketersediaan bahan baku yang besar serta 

semakin baiknya kondisi perekonomian dan investasi maka PT.Teguh 

Wibawa Bhakti Persada  memilih investasi dibidang industri tapioka 

sehingga diharapkan hasil industri petani Lampung Utara akan 

memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi dan menimbulkan efek 

ganda bagi perekonomian daerah. Selain itu juga dengan adanya industri 

tapioka diharapkan akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan perekonomian 

wilayah dan ikut berperan dalam menunjang pendapatan asli daerah serta 

pemerataan program pembangunan pemerintah melalui sektor non-migas. 

Rencana tersebut sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk 

menarik investasi baru ataupun mengembangkan yang sudah ada. Selain 

itu juga kegiatan industri yang dilakukan oleh PT.Teguh Wibawa Bhakti 

                                                 
5 Dokumentasi Sejarah Singkat PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada.  Tanggal 15 Juli 2022 
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Persada merupakan salah satu aset daerah yang cukup potensial yang dapat 

menunjang perekonomian daerah, terlebih pada saat sekarang dimana titik 

berat pelaksanaan otonomi daerah bertumpu pada kekuatan daerah itu 

sendiri di dalam membangun daerahnya. 

Keberhasilan usaha industri tapioka PT.Teguh Wibawa Bhakti 

Persada sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang 

mendukung pada setiap tahapan operasional secara terpadu dan 

menyeluruh. Disisi lain dengan meninkatnya kapasitas produksi, maka 

limbah yang dihasilkan PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada menjadi lebih 

besar, sehingga dalam operasionalnya PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada 

tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup, hal ini disebabkan bahwa 

ogroindustri tapioka banyak mengakibatkan pencemaran lingkungan 

karena limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan.
6
 

Dengan adanya kegiatan industri tersebut, perlu dilakukannnya 

suatu kajian lingkungan, karena disadari bahwa setiap kegiatan 

pembangunan terutama yang berskala besar akan menimbulkan dampak 

negatif yang tidak diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, serta didorong 

oleh keinginan untuk turut bertanggung jawab terhadap upaya pelestarian 

lingkungan dan untuk meningkatkan dampak positif serta menekan 

dampak negatif dari kegiatan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan 

kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.  

                                                 
6 Dokumentasi Sejarah Singkat PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada Blambangan Pagar.  

Tanggal 15 Juli 2022 
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Berkaitan dengan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI 

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 

yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 

Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka operasional industri tapioka milik 

PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada diwajibkan untuk menyusun Dokumen 

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UPL).
7
 

2. Visi dan Misi PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada 

Visi : Menjadi perusahaan terbaik dan unggul dalam dalam bidang 

industri tapioka 

Misi : Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lingkungan 

pabrik dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan 

terhadap petani singkong dan perusahaan.
8
 

3. Tujuan PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada 

a. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar perusahaan  

b. Membantu meningkatkan pendapatan petani dengan membeli hasil 

panen ubi kayu para petani.  

c. Memenuhi kebutuhan tepung tapioka baik di pasaran dalam negeri 

maupun pasaran luar negeri.
9
 

                                                 
7 Dokumentasi Sejarah Singkat PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada Blambangan Pagar. 

Tanggal 15 Juli 2022 
8 Dokumentasi Visi Misi PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada, 15 Juli 2022. 
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4. Lokasi PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada 

Lokasi PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada terletak di jalan lintas 

sumatra desa Blambangan pagar kec. Blambangan pagar kab. Lampung 

utara provinsi lampung.  

Lokasi PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada merupakan dataran 

rendah dengan topografi relatif datar dengan kemiringan lereng 0-3 %, 

sedangkan perbedaan tinggi lokasi dengan daerah sekitarnya ± 4 m 

sehingga akan dihasilkan kondisi akhirnya lebih tinggi 1 m dari jalan raya. 

Status lahan PT Teguh Wibawa Bhakti Persada seluas ± 32 Ha, merupakan 

hak milik yang diperoleh dengan membeli secara langsung kepada pemilik 

(masyarakat).
10

 

5. Struktur Organisasi PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada 

Bagan 1 

Struktur organisasi PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada
11

 

 

                                                                                                                                      
9 Dokumentasi Tujuan PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada, 15 Juli 2022. 
10 Dokumentasi Lokasi PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada, 15 Juli 2022. 
11 Dokumentasi Profil PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada 15 Juli 2022 
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B. Wanprestasi dan Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kerja Pada 

Pemotongan Gaji Di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada 

 

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 

angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja atau pengusaha atau pemberi 

kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belak pihak.
12

 

Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang 

berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiaban buruh serta 

hak dan kewajiban majikan. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis 

sekurang-kurangnya memuat isi sebagai berikut: 

1. Nama alamat perusahaan dan jenis usaha 

2. Nama jenis kelamin umur dan alamat pekerja /buruh 

3. Jabatan dan jenis pekerjaan 

4. Tempat pekerjaan  

5. Besarnya upah dan cara pembayarannya 

6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha atau buruh 

7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 

8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 

9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja  

Setelah mengisi data pribadi para pihak, ketentuan yang telah 

disebutkan diatas akan diatur dalam beberapa pasal, seperti perjanjian kerja 

yang dibuat antara pimpinan PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada sebagai pihak 

pertama dengan seorang karyawannya sebagai pihak kedua. Perjanjian kerja 

yang berlaku di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada terdapat identitas lengkap 

                                                 
12 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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dari pihak pengusaha yang nantinya akan disebut sebagai pihak pertama dan 

seorang karyawan di sebut dengan pihak kedua, untuk memudahkan 

penyebutan dalam perjanjian kerja.
 13

  

Terdapat 5 pasal yang menjadi isi perjanjian kerja:
14

 

Pasal 1 (satu) terdiri dari 2 ayat didalamnya, ayat 1 menjelaskan 

perjanjian kerja yang pada dasarnya adalah pengikatan diri pihak kedua untuk 

bekerja dibawah perintah pihak pertama dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan 

yang berlaku. Pada ayat 2 menjelaskan sanksi yang akan di berikan oleh pihak 

pertama apa bila pihak kedua tidak menunaikan kewajiabannya. Pasal 2 (dua) 

terdiri dari 2 ayat yang di dalamnya memuat, ayat 1 menjelaskan tentang masa 

berlakunya kontrak, ayat 2 menjelaskan tentang perpanjangan kontrak. Pasal 3 

(tiga) menjelaskan waktu kerja dan pembagian waktu kerja pihak kedua 

bersadia untuk bekerja sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah di tentukan 

oleh pihak pertama. Pasal 4 (empat) terdiri dari 1 ayat menjelaskan upah dan 

tunjangan berupa JAMSOSTEK (jaminan sosial tenaga kerja) dengan 

ketentuan yang berlaku. Pihak kedua juga berhak mendapatkan biaya 

pengobatandan perawatan (BPJS Kesehatan) serta Jaminan Hari Tua. Pasal 5 

menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja.
15

 

Perjanjian ini diakhiri dengan penandatangan antara kedua belah pihak. 

Itu berarti isi dari perjanjian kerja yang telah dibuat dan disepakati dapat 

                                                 
13 Rohmad, “Staf karyawan PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada”, Interview Mandiri, 15 Juli  

2022. 
14 Surat Perjanjian Kerja PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada Tahun 2020 
15 Surat Perjanjian Kerja PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada Tahun 2020 
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dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan cara pemberian hak dan 

kewajiaban. Jika pekerja/buruh /karyawan dapat menuntut perusahaan melalui 

proses-proses yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian untuk 

kewajiban seorang pekerja  adalah bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang 

telah dibuatnya bersama pihak PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada untuk 

membuat perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
16

    

Pada umumnya pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak pabrik PT. 

Teguh Wibawa Bhakti Persada dengan karyawan/pekerja telah berjalan 

dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun 

Beberapa poin-poin penting yang seharusnya tercantum dalam isi perjanjian 

kerja namun tidak dicantumkan oleh pihak PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada 

dalam isi perjanjian kerja. Misalnya saja rincian jam kerja, rincian tunjangan 

yang akan di dapat oleh karyawan/pekerja. Ketentuan tentang besarnya upah, 

atau tentang pemotongan upah hak hak/ fasilitas karyawan/pekerja merupakan 

variable penting yang perlu dimasukan dalam perjanjian kerja. Hal tersebut 

untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan 

konflik. Disini peneliti mengetahui pemotongan upah tersebut dengan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh beberapa karyawan PT.Teguh Wibawa Bhakti 

Persada.
17

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di PT. Teguh 

Wibawa Bhakti Persada pada tanggal 15 Juli 2022 terdapat empat narasumber 

                                                 
16 M yasin, “Staf Karyawan PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada”, Interview Mandiri, 15 Juli 

2022. 
17 Seno, “Staf Karyawan PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada”, Interview Mandiri, 15 Juli 

2022. 
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yang di wawancarai dan memberikan keterangan terkait pemotongan gaji yang 

terjadi. 

Menurut Bapak Darman selaku karyawan PT. Teguh Wibawa Bhakti 

Persada pemotongan gaji/upah pekerja yang terjadi serta waktu kerja yang 

tidak menentu membuat beliau dan karyawan lainnya merasa haknya tidak 

diperhatiakan oleh perusahaan. Pada tahun 2020 sebulan setalah tanda tangan 

perpanjangan kontrak awal mula pemotongan gaji dan tidak menentunya 

waktu kerja. Namun pihak PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada maupun dalam 

perjanjian tersebut tidak menjelaskan penyebab atau pun tentang besarannya  

potongan gaji. Pemotongan gaji ini terjadi ada saat tersebarnya wabah virus 

(covid-19) dimana pada saat itu bahan pokok serta kebutuhan rumah tangga 

yang lainya meningkat, yang membuat para pekerja tetap bertahan dalam 

keadaan ini. Para pekerja lain termasuk saya mau tidak mau tetap bekerja 

meskipun upah atau gaji yang tidak sesuai.
18

 

Menurut bapak sugiman beliau merasa tidak mempunyai keadilan 

dengan apa yang mereka kerjakan, padahal pekerjaan mereka sangat beresiko 

dan berbahaya namun beliau tidak menerima upah penuh atas pekerjaannya 

hanya 50% upah yang di berikan. adanya pemotongan gaji membuat beliau 

merasa tidak dihargai, namun apa boleh buat keadaan lah yang memaksa 

beliau tetap bertahan dalam keadaan seperti ini.
19

 

                                                 
18 Darman, “Karyawan PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada”, Interview Mandiri, 15 Juli  

2022. 
19 Sugiman, “Karyawan PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada”, Interview Mandiri, 15 Juli 

2022. 
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Menurut bapak Pardi pemotongan upah/gaji ini tidak seperti pada 

umumnya. Praktik yang terjadi adanya pemotongan upah tidak diketahui oleh 

para pekerjannya, selain juga tidak dijelaskan dalam surat perjanjian kerja. 

Pemotongan gaji ini merupakan pemotongan gaji secara sepihak tanpa 

perjannjian serta konformasi kepada seluruh staf dan karyawan. Mengingat 

memang balakangan terakhir akibat tersebarnya wabah virus (COVID-19) 

memang salah satu pemicu terjadinya pemotongan gaji di PT.Teguh Wibawa 

Bhakti Persada. disini beliau juga menjelaskan bahwa pemotongan gaji ini 

bukan diakibatkan oleh kesalahan karyawan.
20

 

Bapak sutarjo menjelaskan pemotongan gaji ini disebabkan akibat 

kelangkaan bahan baku serta rendahnya hasil penjualan produk yang di 

sebabkan oleh peraturan pemeritah akibat tersebarnya wabah virus yaitu 

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal ini membuat 

perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi karyawan serta melakukan 

pemotongan gaji secara menyeluruh.
21

 

Selain wawancara dengan para karyawan PT.Teguh Wibawa Bhakti 

Persada, peneliti juga mewawancarai beberapa staf kantor PT.Teguh Wibawa 

Bhakti Persada diantaranya: 

Menurut bapak Rohmad selaku Ka regu menjalaskan ada beberapa 

kemungkinan faktor yang mempengaruhi pemotongan gaji tersebut. 

Beliau mengatakan “2 tahun terakhir jumlah produksi menurun bahan 

baku masuk dan produk keluar juga tidak stabil hal ini yang 

mengakibatkan kerugian sehingga terjadilah pemotongan gaji”. 
22

  

                                                 
20 Pardi, “Karyawan PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada”, Interview Mandiri, 15 Juli 2022). 
21 Sutarjo, “karyawan PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada”, Interview Mandiri, 15 Juli 

2022). 
22 Rohmad, “Staf Karyawan PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada”, Interview Mandiri, 15 

juli 2022). 
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Menurut bapak M. yasin selaku Ka Produksi beliau menjelaskan bahwa 

“pemotongan gaji merupakan bahasa yang sudah tidak asing lagi, di 

perusahaan mana pun pasti ada tindakan pemotongan gaji sama halnya 

dengan PT. Teguh Wibawa Bhakti persada, pemotongan gaji ini juga di 

lakukan pasti dengan alasan tertentu misalnya saja karyawan izin tidak 

masuk, ada tanggungan cicilan, dan lainnya. Hanya saja pemotongan 

gaji kali ini bukan karna alasan tersebut. Perusahaan memiliki alasan 

lain terkait pemotongan gaji yang terjadi saat ini, jika di lihat dari 

laporan yang saya terima penjualan di pasaran menurun akibat adanya 

pembatasan di beberapa daerah, kemudian kelangkaan bahan baku juga 

menjadi pemicu utama serta perusahaan juga mengadakan 

penggalangan dana terkait musibah wabah penyakit”.
23

 

 

Menurut bapak Seno selaku Ka Personalia “sebelum melakukan 

pemotoangan gaji pihak Perusahaan sudah memberitahukan kepada staf 

bagian keungan bahwa akan di lakukannya pemotongan gaji kepada 

seluruh karyawan dan staf, namun pihak Perusahaan tidak 

mencantumkan pemberithauan pemotongan gaji tersebut di dalam 

kontrak kerja yang mengakibatkan kesalahpahaman dan simpang siur 

pemberitaan tentang hal ini. Tentu saja perusahaan melakukan hal ini 

dengan sebab bukan hanya sekedar untuk keuntungan perusahaan 

semata tapi juga sesama”.
24

 

 

Pelanggaran perjanjian kerja dapat terjadi baik dari pihak perusahaan 

maupun dari pihak karyawan itu sendiri. pekerja akan mengikuti semua 

peraturan yang di berikan oleh perusahaan jika perusahaan memberikan 

haknya tepat waktu dan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan jika terjadi 

keterlambatan pembayaran, pihak perusahaan menyampaikan alasan-alasan 

keterlambatan dan memberikan kepastian kapan gaji akan dibayar. Hal ini 

dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang mengarah pada 

perselisihan hubungan industrial. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa staf jelas 

bahwa pemotongan gaji ini diakibatkan keadaan memaksa atau Force Majeure 

                                                 
23 M.Yasin, “Staf Karyawan PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada”, Interview Mandiri, 15 

Juli 2022) 
24 Seno, “Staf Karyawan PT.Teguh Wibawa Bhakti Perasada”, Interview Mandiri, 15 Juli 

2022). 
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yakni kelangkaan bahan baku serta sulitnya pendistribusian akibat terjadinya 

pembatasan sosial masyarakat akibat wabah virus. Karna hal ini lah yang 

membuat pihak perusahaan mengambil jalan pintas untuk memotong gaji 

seluruh karyawan.    

Force majeure adalah suatu keadaan yang muncul atau terjadi setelah 

para pihak membuat suatu perjanjian yang mana keadaan tersebut menjadi 

penghalang bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya. Salah satu 

alasan wanprestasi atau cidera janji karna force majeure adalah keadaan 

darurat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 Tentang 

Bencana Non-Alam Penyebaran Virus Covid-19 yang meluas sebagai bencana 

nasional khususnya anomali situasi paksa. Situasi atau kondisi tertentu yang 

terjadi segera dan terjadi dalam jangka waktu yang singkat dan tidak dapat 

diprediksi, seperti halnya pandemic covid-19 yang mengakibatkan kegagalan 

untuk memenuhi komitmen.
25

 

Dan sebagai akibat dari kebijakan atau peraturan pemerintah, 

khususnya situasi penegakan yang disebabkan oleh perubahan kebijakan 

pemerintah atau pencabutan atau pemberlakuan kebijakan baru, yang 

berdamapak pada bisnis yang sedang berjalan. Misalnya peraturan yang beru 

dikeluarkan yaitu peraturan mentri kesehatan republik Indonesia nomer 9 

tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka 

penanggulangan wabah virus corona 2019 (covid-19) dan peraturan 

pemerintah nomer 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar 

                                                 
25 Racmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (PT. Citra Aditya 

Bakti : 2013) 1 
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konteks penanganan covid-19 dipercepat, sehingga obyek perjanjian tidak 

dapat terlaksana. 

Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diselesaikan dengan dua cara 

yaitu:  

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan  

2. Alternative penyelesaian sengketa (alternative dispute Resolution) yaitu 

dapat berupa mediasi, arbitrase, negosiasi penyelesaian sengketa, selain 

dilakukan melalui pengadilan (litigasi) juga dapat diselesaikan diluar 

pengadilan (non litigasi) yang dinamakan dengan Alternative dispute 

resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
26

 

Alternative penyelesaian sengketa (ADR) adalah bentuk penyelesaian 

sengketa alternative berdasarkan kesepakatan (consensus) yang dicapai olek 

para pihak yang bersengketa, yaitu tanpa bantuan pihak ketiga yang netral. 

ADR adalah salah satu pranata penyelesaiakan sengketa luar pengadilan yang 

mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan 

mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, baik itu 

di lakukan dengan cara mediasi, arbitrsi, konsoliasi, negosiasi.
27

 

Dari beberapa metode penyelesaian sengketa yang ada, dalam 

perjanjiaan kerja yang dilakukan para pihak yaitu PT. Teguh Wibawa Bhakti 

persada dengan karyawannya memilih untuk menggunakan metode negosiasi.  

                                                 
26 Racmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (PT. Citra Aditya 

Bakti : 2013) 1 
27 Racmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (PT. Citra Aditya 

Bakti : 2013) 8 
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Akhirnya sebagai bentuk penyelesian permasalahan tersebut diadakan 

negosiasi antara kedua belah pihak yang bersangkautan untuk mendapatkan 

solusi bersama dimana kerugian yang dialami oleh karyawan adalah murni 

force majeure keadaan yang memaksa perusahaan untuk memotong 50% gaji 

karyawan PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada. Karna ini mutlak pimpinan 

perusahaan terang-terangan mengatakan bahwa tidak dapat membayar 

karyawan dengan gaji penuh dikarnakan hal-hal di luar kendali perusahaan. 

Dan perusahaan juga akan segera menaikan inflasi jual agar berangsur 

kemudian memulihkan dan menyetabilkan kembali keuangan perusahaan 

sehingga dapat membayar keryawannya sesuai yang telah di perjanjikan dalam 

kontak kerja. 

Negosiasi yang dilakukan oleh PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada 

dengan karyawannya menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu: 

1. Pemotongan gaji yang dilakukan oleh perusahaan bener-bener murni force 

majeur  

2. Pemotongan gaji akan berlaku hingga perusahaan dapat kembali menaikan 

inflasi jual dan menyetabilkan keuangan perusahaan 

3. Karyawan diberikan beberapa kompensasi yaitu, upah harian sebersar 

RP.100.000,/hari atau sama dengan 8 jam kerja dan waktu kerja yang 

relative tidak stabil mengikuti ketersediaan bahan baku, kemudian di bayar 

50% gaji setiap bulannya oleh perusahaan. 

Kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak baik dari 

perusahaan dan seluruh karyawan yang menyetujui hal tersebut. Kemudian 
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pemotongan gaji ini berlangsung selama satu setengah tahun kemudian setelah 

perusahaan berhasil menaikan inflasi penjualan gaji karyawanpun berangsur 

akan dipulihkan kembali. 

 

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian 

Kerja Pemotongan Gaji Karyawan Di PT. Teguh Wibawa Bhakti 

Persada 
 

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk 

bersikap jujur dan adil dalam sesama urusan mereka, sehingga tidak terjadi 

tindakan dzolim terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. 

Akad perjanjian dalam hukum islam memiliki posisi dan penanan yang 

sangat strategis dalam berbagai persoalan muamalah. Dengan adanya akad 

dapat berubah kewenangan, dan tanggung jawab. Masalah hukum boleh atau 

tidaknya, sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh akan 

tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan syarat dan rukun yang harus 

terpenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu akad dalam 

perjanjian. 

Islam menganjurkan ketika melakukan perjanjian baik itu jual beli atau 

pun sewa menyewa harus sama-sama rela antara kedua belah pihak agar 

perjanjian tidak merugikan salah satu pihak dalam berakad. Berkaitan dengan 

upah, yaitu mengenai kejelasan upah yang diberikan anatara pihak majikan 

dengan karyawan. 

Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapang 

muamalah. Dalam pengertian syara’ ujrah adalah suatu jenis akad atau 

transaksi untuk mengambil manfaat atau jasa dengan jalan penggantian.  
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Untuk menganalisis pemotongan gaji di PT. Teguh Wibawa Bhakti 

Persada dalam presfektif hukum islam maka harus ditinjau dari dari syarat dari 

ijarah (ujrah) itu sendiri. Rukun ijarah itu ada empat, yaitu:  a. Aqid (orang 

yang berakad) b. sighat (Ijab dan Kabul) c. ujrah (upah) d. manfaat. 

Dalam rukun ijarah dilihat bahwa dalam perjanjian kerja di PT. Teguh 

Wibawa Bhakti Persada sudah memenuhi rukun tersebut. Hal ini dikarnakan 

dalam perjanjian kerja terdapat aqid yaitu antara majikan atau pemimpin 

PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada dengan karyawan atau buruh mu’jir. Juga 

terdapat akad ijab dan qabul (sighat) melalui ucapan surat kontrak kerja dan 

upah yang dibayar oleh majikan atau memilik setelah para karyawan 

menyelesaikan pekerjaan dalam satu bulan. 

Dilihat dari syarat sahnya ijarah. Praktik pemotongan gaji ini belum 

memenuhi syarat- syarat sahnya, syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat 

dimana upah hasus seharga maksud di sini adalah pekerjaan yang di kerjakan 

sesuai dengan upah yang di terima.  

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan 

ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al- Quran maupun 

Hadist. Secara umum, ketentuan Al-Quran yang ada kaitan dengan 

pengupahan adalah surat Az-Zukhruf ayat 32: 

َۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَ  نۡيَا ةِ ٱلدُّ يَوى مۡ فِِ ٱلَۡۡ عيِشَتَهح م مَّ ونَ رحََۡۡتَ رَب كََِۚ نََنۡح قَسَمۡنَا بيَۡنَهح مۡ يَقۡسِمح هح
َ
مۡ فوَۡ أ قَ هح

ونَ   ا يََۡمَعح ِمَّ خۡريِ ٗاۗ وَرحََۡۡتح رَب كَِ خَيۡۡٞ م  م بَعۡضٗا سح هح تََّخِذَ بَعۡضح ِ  بَعۡضٖ دَرَجَىتٖ لّ 

Artinya: “apakah mereka membagi-bagi rahmat tuhann mu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian 

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
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memperguanakan sebagian yang lain dan rahmad tuhanmu lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S Az-Zukhruf:32)
28

 

 

Pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan 

maka berkewajiban majikan untuk mensejahterahkan para pekerjanya, 

termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak. pada prinsipnya 

pemberian gaji itu kembali pada kerelaan kedua belah pihak yang disepakati di 

dalam perjanjian awal.  

Islam juga memberi peringatan keras kepada para majikan yang 

menzalimi pegawainya Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah. ra Rasulullah 

SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirman: 

، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، رَثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَ
 وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Yang Artinya: “tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari 

kiamat: orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu 

dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang 

merdeka, lalu dia menikmati hasil penjualan tersebut dan 

orang yang memperkerjakan orang lain namun setelah orang 

tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak memberikan 

upahnya (yang sesuai). (HR Bukhari 2227 dan ibn majah 

2442).
29

 

 

Kewajiban pekerja adalah bekerja mengikuti spesifikasi pekerjaan yang 

di sepakati dengan majikan atau perusahaan, menepati waktu kerja, jangka 

waktu kontrak dan semua syarat yang telah disepakati. Sedangkan majikan 

atau perusahaan wajib memberikan upah sesuai dengan kesepakatan, yang 

wajib dibayar tepat pada waktunya. 

                                                 
28 Departemen Agama RI, Al-Qu’an Dan Terjemahnya, 798. 
29 Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum 

Positif”. Jurnal Az-Zarqa : 2017, Vol : 9 
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Oleh karna itu setiap orang yang sudah menyetujui perjanjian baik iya 

sebagai pekerja maupun majikan atau perusahaan, wajib menaati dan 

menjalankannya dengan sungguh-sungguh karna mematuhi perjanjian atau 

akad dalam Islam adalah kewajiban dan melanggar akad atau sama dengan 

melalaikan kewajiban merupakan dosa besar. 

Selain itu terdapat anjuran untuk segera menunaikan hak pekerja: Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

 أَعْطُوا الَأجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
Artinya : “Berikanlah kepada buruh /pekerja upahnya sebelum keringatnya 

kering” (HR. Ibn Majah Shaih).
30

  

 

Disini Al-Munawi menjelaskan “keringatnya kering” adalah bentuk 

kinayah dalam artian wajib hukumnya menunaikan ketika waktunya telah tiba. 

Beliau berkata: 

فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية ، فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة 
 أو عرق وجف، عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق 

 

Artinya : “Haram menunda-nunda upah padahal mampu, perintah segera 

memberikan upah sebelum kering keringatnya adalah bentuk 

kinayah akan wajibnya menyegerakan setelah selesai mereka 

bekerja walaupun mereka tidak berkeringatatau sudah kering 

keringtanya”. (Faidhul Qadir 1/718). 

 

Menunda hak orang lain padahal mampu adalah kezaliman ini sesuai 

dengan hadis nabi shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: 

 مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
Artinya : “Menunda penunaian kewajiban padahal mampu adalah ke 

zaliman” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
31

 

                                                 
30 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 124 
31 Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum 

Positif”. Jurnal Az-Zarqa : 2017, Vol:9 



 

 

 

 

52 

Lebih rinci tentang pemotongan gaji tidak terdapat dalil baik berasal 

dari Al-Quran ataupu hadis yang memperbolehkan atau melarangnya. Namun 

berdasarkan rukun dan syarat ijarah serta ayat dan hadis yang telah di 

paparkan peneliti menyimpulkan pemotongan gaji di PT. Teguh Wibawa 

Bhakti Persada tidak boleh di lakukan karna merupakan perbuatan yang 

zholim teradap kayawannya. 

Penyelesaian wanprestasi akibat adanya pemotongan gaji yang di 

sebabkan force majeure ditempuh melalui negosiasi yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan dan karyawan kemudian dari negosiasi tersebut kedua belah pihak 

menyetujui dengan kesepkatan yang diajukan pihak karyawan dan perusahaan 

ini sesuai dengan hadis riwayat  Tirmizi Dari Amr Bin ‘Auf: 

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ :  عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ 
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى  .الْمُسْلِمِينَ إلََّّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلًَّ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا بَ يْنَ  الصُّلْحُ جَائزٌِ 

حَهُ  شُرُوطِهِمْ، إلََّّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلاَلًَّ، أَوْ  رْمِذِيُّ وَصَحَّ  .أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ الت ِّ
Artinya : “Dari ‘amr bin ‘auf al-muzani , bahwa rasulullah SAW bersabda: 

sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) 

dapat dilakukan di antara kamu muslimin kecuali sulh yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan 

kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 

(H.R Al-Tirmidzi dan beliau menilainya shahih).
32

   

 

Dari Hadits tersebut dapat di simpulkan bahwasannya penyelesaian 

sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dapat di lakukan oleh kaum 

muslimin, dan kaum muslim terikat dengan syarat syarat atas perjanjian yang 

di buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang 

                                                 
32 Hadits Tirmidzi No. 1272, ‘Aidh al-qarni, Bulughul Maram, Zacky Mubarak, (Jakarta: 

Qisthi Pres,2006) 247 



 

 

 

 

53 

haram. Kemudian atas asas kebebasan berkontrak menurut perjanjian dalam 

islam, juga di batasi oleh ketentuan tidak adanya unsur paksaan, kekhilafan 

dan penipuan. Adanya kata tidak ada paksaan menegaskan bahwa islam 

menghendaki dalam hal perbuatan apapun hasus didasari oleh kebebasan 

untuk bertindak sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

syariah artinya dalam hukum islam kedua belah pihak dibebaskan membuat 

perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam. Sebagaimana 

dalam firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 29: 

 ِ هَا ٱلَّّ يُّ
َ
أ ىرَةع عَن ترََاٖ  يََٰٓ َٰ ِ ونَ ت ن تكَح

َ
ٓ أ ىلِلِ إلََِّ َٰ م بِۡلۡ م بيَۡنَكح ىلكَح َٰ مۡ

َ
ْ أ لحوٓا كح

ۡ
ْ لََ تأَ ينَ اَامَنحوا

مۡ رحَِيمٗا   َ كََنَ بكِح مَۡۚ إنَِّ ٱللََّّ سَكح نفح
َ
مَۡۚ وَلََ تَقۡتحلحوٓاْ أ ِنكح  م 

Artinya : “Hai orang orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlakudengan suka sama suka diantara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

maha penyayang kepadamu”.
33

 

 

Menurut M. Quraish shihab dalam Tafsir Al-Misbah ayat diatas 

menekankan juga keharusan mengindahkan peranan peranan yang di tetapkan 

dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan 

pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang telah di 

sepakati.selanjutnya ayat diatas menekankan juga keharusan adanya kerelaan 

kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi ada 

didalam hati, tetapi indicator dan tanda tandanya dapat terlihat. 

Menunjukan bahwa kunci pokok dalam segala urusan mua’amalah 

adalah adanya suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak dan 

perdamaian dalam islam sangat dianjuarkan, sebab dengan perdamaian akan 

                                                 
33  Departemen Agama RI, Al-Qu’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 2005), 798. 
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terhindarlah kehancuran silahturahim sekaligus permusuhan anatar pihak 

pihak yang melakukan perjanjian.  

Menurut peneliti penyelesaian wanprestasi pemotongan upah jika 

didasarkan atas dasar kepentinagan bersama yang diakibatkan force majeure 

keadaan yang memaksa perusahaan untuk memotong gaji karyawan untuk 

menyetabilkan keuangan perusahaan, kemudian sesuai dengan rukun ijarah 

serta tidak melanggar prinsip prinsip muamalah dan atas dasar dengan rasa 

keadilan kan kerelaan kedua belah pihak. Bahwa adanya negosiasi dan 

kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam islam di perbolehkan 

sesuai dengan penjelasan hadits, kesepakatan kedua belah pihak yang 

melakukan perjanjian nerdasarkan musyawarah mufakat dalam penyelesaian 

wanprestasi merupakan salah satu usaha untuk mencapai ketentuan syariat 

Islam.     

D. Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian kerja pada Pemotongan 

Gaji di PT.Teguh Wibawa Bhakti Persada 
 

Lebih lanjut di tinjau Dalam pasal 93 ayat 1 undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pihak perusahaan berhak untuk tidak 

membayar gaji karyawan jika pekerja tidak menjalankan pekerjaan.
34

 Dalam 

hal ini PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada memegang kendali penuh atas 

pekerjaan karyawannya namun tetap berada dalam perjanjian kerja dan 

peraturan yang berlaku. Berdasarkan Perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. 

Teguh Wibawa Bhakti Persada dengan karyawannya penjelasan mengenai 

                                                 
34 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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pemotonagan gaji ini tidak dijelaskan dalam pasal manapun di dalam surat 

perjanjian atau kontrak kerja.  

Pasal 63 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021:
35

  

(1) Tentang pengupahan pemotongan upah oleh pengusaha dapat dila 

(2) Kukan untuk pembayaran : 

a. Denda 

b. Ganti rugi 

c. Uang muka upah 

d. Sewa ruamah dan atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan 

oleh pengusaha kepada pekerja/buruh 

e. Utang atau cicilan utang pekerja atau buruh 

f. Kelebihan pembayaran upah  

(3) Pemotongan upah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 

dan huruf e, harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

(4) Pemotongan upah sebagaimana ayat 1 huruf d dan huruf e harus dilakukan 

berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.  

(5) Pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f dilakukan 

tanpa sepengetahuan pekerja atau buruh. 

Dijalaskan dalam peraturan pemarintah bahwa pemotongan gaji di 

lakukan untuk hal-hal tertentu. Sedangkan pemotongan gaji yang di lakukan 

tanpa sepengetahuan pekerja hanya untuk kelebihan pembayaran upah.  

                                                 
35 “Peraturan Pemerintah 36 tahun 2021 tentang pengupahan,” n.d. 



 

 

 

 

56 

Pemotongan upah yang terjadi di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada 

disebabkan kelangkaan bahan baku dan rendahnya harga jual produk yang 

mengakibatkan perusahaan atau pihak PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada 

memotong gaji karyawannya, namun wanprestasi yang terjadi adalah bahwa 

pemotongan gaji tersebut tidak di cantumkan dalam surat perjanjian kerja. 

Pasal 65 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 menyebutkan 

bahwa jumlah keseluruhan pemotongan upah sebagaimana di maksud pasal 63 

paling banyak adalah 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja 

atau buruh.
36

 Pemotongan gaji boleh di lakukan termasuk oleh PT. Teguh 

Wibawa Bahakti Persada dengan ketentuan seperti yang dijalskan dalam 

peraturan yaitu pemotongan upah dijelaskan dan atau ditulis dalam surat 

perjanjian kerja dan keseluruhan pemotongan upah tidak boleh lebih dari 50% 

dari gaji yang diterima oleh karyawan. 

Overmacht merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu 

memenuhi kewajiban atau prestasinya kepada kreditur setelah 

dilaksanakannya perjanjian, yang oleh karnanya debitur tidak dapat 

dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga 

pada waktu perjanjian dilaksanakan akibat adanya kejadian yang berbeda 

diluar kuasanya seperti gempa bumi, banjir dan bencana lainnya. 

Hampir dalam setiap perjanjian ditemukan prasa “overmacht” prasa ini 

termasuk “unsur naturalia” dari suatu kontrak sehingga prasa ini baik di 

sebutkan maupun tidak sudah dianggap ada dalam suatu kontrak atau 

                                                 
36 “Peraturan Pemerintah 36 tahun 2021 tentang pengupahan.” 
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perjanjian. Pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata telah menetapkan 

Overmcht sebagai alasan hukum untuk yang membebaskan debitur dari 

kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan gantirugi sekalipun 

debitur telah mekakukan perbuatan yang melanggar hukum. 

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: “ jika ada alasan untuk itu yang 

berhutang harus di hukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak 

membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat 

dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karna suatu hal yang tak terduga , 

pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika 

buruk tidak ada pada pihanya.
37

 

Lebih lanjut pasal 1245 KUHP Perdata berbunyi: “tidaklah biaya, rugi 

dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) 

atau karena suaru keadaan yangtidak disengaja, si berhutang berhalangan 

memberikan atau berbuat suatu yang diwajibkan, atau karna hal-hal yang sama 

telah melakukan perbuatan yang terlarang.”
38

 

Sifat overmacht dibagi menjadi 2 yaitu overmacht yang bersifat tetap 

dan overchaht yang bersifat sementara. Pada overmacht yang tetap debitur 

sama sekali tidak dapat berprestasi yang disebabkan oleh overmacht, 

sedangkan pada overmacht sementara debitur akan dapat berprestasi kembali 

setelah keadaan overmacht tersebut berakhir.  

                                                 
37 R.Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (PT. Balai Pustaka Persero: Jakarta 

Timur), 355 
38 R.Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (PT. Balai Pustaka Persero: Jakarta 

Timur), 355 
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Jika merujuk pada undang-undang Nomor 24 Tahun 2007  tentang 

penanggulangan bencana menyatakan bahwa “ bencana adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat 

yang disebabkan baik faktor alam dan tau faktor non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
39

 

Yang terjadi pada PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada adalah bencana 

non alam yang terjadi karna adanya persebaran virus covid 19 yang 

mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan sulit nya untuk pendistribusian 

produk yang mengakibatkan kerugia perusahaan sehingga perusahaan 

mengambilangkah untuk memotong gaji para karyawan untuk menyetabilkan 

keuangan perusahaan. Yang dalam hal ini telah di setujui oleh para pihak 

dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi.  

Menurut pasal 102 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan tenaga kerja dan serikat buruh pemerintah akan berfungsi 

untuk menetapkan kebijakan memberikan layanan, mengawasi, dan 

mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran ketentuan hukum yang 

berlaku.
40

 Perwakilan pemerintah termasuk semua anggota lembaga kerja 

sama triparti, bersama dengan organisasi pengusaha dan serikat buruh. 

Lembaga kerjasama tripartite memberikan rekomendasi saran dan pendapat 

bagi pemerintah dan pihak pihak terkait dalam perumusan kebijakan dan 

penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Dalam kasus perselisihan hubungan 

                                                 
39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana  
40 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 102 
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industrial pengusah adan serikat buruh atau buruh harus melakukan negosiasi 

sejak awal. Jika negosiasi gagal harus di bawa kelemabaga kerjasama 

tripartite. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat 

diberikan kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah 

untuk mufakat dapat di lakukan oleh kaum muslimin, dan kaum muslim 

terikat dengan syarat syarat atas perjanjian yang di buat kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kemudian atas asas 

kebebasan berkontrak menurut perjanjian dalam islam, juga di batasi oleh 

ketentuan tidak adanya unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Adanya kata 

tidak ada paksaan menegaskan bahwa islam menghendaki dalam hal perbuatan 

apapun hasus didasari oleh kebebasan untuk bertindak sepanjang itu benar dan 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah artinya dalam hukum islam 

kedua belah pihak dibebaskan membuat perjanjian sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum islam. 

Negosiasi kembali atas kontrak dengan alasan keadaan memaksa (force 

majeur) sudah selayaknya ada dalam kontrak  atau perjanjian seperti yang 

ditegaskan dalam pasal 1244 dan 1245 dalam KUHPerdata yang menegaskan 

bahwa keadaan memaksa yang terjadi tanpa bisa diduga  atau bisa di cegah 

pada saat kontrak terjadi yang akibat dari keadaan itu membuat debitur tidak 

melaksanakan suatu perikatan atau tidak melaksanakan perikatan tepat waktu 

bentu bentuknya berupa, tidak memberikan sesuatu yang diwajibkan, dan 

melakukan sesuatu yang dilarangkonsesuensi hukum dari keadaan memaksa 
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adalah bahwa debitur tidak wajib dalam arti diberi dispensasi untuk membayar 

ganti rugi, biaya bunga sepanjang ia memang tak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban atas keadaan memaksa, dan semua bentuk wanprestasi / 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan itu dilandasi itikad baik. 

  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Beberapa yang masih harus diperbaiki dan harus di perhatikan oleh bagi 

para pihak, berupa poin-poin penting yang seharusnya tercantum dalam isi 

perjanjian kerja namun, tidak dicantumkan dalam isi perjanjian kerja. 

Misalnya saja rincian jam kerja serta rincian tunjangan yang akan didapat 

oleh karyawan/pekerja. Ketentuan tentang besarnya upah dan besarnya 

pemotongan upah, hak-hak/fasilitas karyawan/pekerja merupakan variabel 

penting yang perlu dimasukkan dalam perjanjian kerja. Hal tersebut untuk 

menghindari timbulnya kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan 

konflik. 

2. Hendaknya para pihak harus lebih teliti dan berhati-hati. Sebab upah 

menjadi hal yang sensitif bagi karyawan/pekerja. Keterlambatan atau 

pemotongan pembayaran upah perlu dibicarakan dengan pihak yang 

terkait dan memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan atau 

pemotongan pembayaran. 
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